PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAR BUPATI TUBAN
NOMOR |4 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
FERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

Meminbang: & bahwe dengan telah  ditetaplannya Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Deaerah, maka Peraturan Bupat Tuban Neomor 11
Tahun 2013 tentang Petunjuk Peiaksansan Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdessan dan Perkotzan
Kabupaten Tuban perly ditinjau kembali 1intuk disesuailcan
dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan kondisi
saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas dan guna memberikan petunjuk dalam
pelaksaaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaam  dan  Perkotasn maka perlu  menctapkan
Peraturan  Bupati tentang Potunjuk  Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasn dan
Perkotaan Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentulkan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana tclah
divhah dengan Undeng Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Necgara Republik [ndonesia
Nomor 2730);




Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokol--pokolt Aprarie (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Momor 104, Tambshan Lembearan
Negara Republik Indonesis Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihen
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneksia Nomor
3087);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Taunbahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 4189];

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247),

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daeral [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indonesia Nomaor 4438);

- Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tebhun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2011  tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Megara Republik  Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undeng Neomer 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintabian Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan  lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);




10, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Hak
CGuna Usaha, Hak Guna Banpunan dan Hak Pakai Atae
Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643),

1l.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Namor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3696);

13, Peraturan Pemenntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaen Dalam Ranglkn Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa [Lermmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 4049];

13. Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2002 tentang
Penetapan Pesamya Nilai Jusl Kena Pajak untuk
Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nemor 50, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 42000;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloloan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tate,
Cara Pemberian dan Pemanfoatan Insentil Pemungutan
Pajak Daerah Dan RFetribusi Daergh [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16, Peraturan Daergh Kabupaten Tuban Nomor 06 Tehun 2007
tentang Pokok-pokolkt Pengelolasan Keuangan Daerah
Lembaran Dasrah Kebupaten Tuban Tahun 2007 Seri E
Nomer 21];

17 . Peraturan Daersh Kebupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011
tentang Pejak Daerah (Lembearan Daersh Kebupaten Tubean
Tahun 2011 Seri B Nomoer 1};

18.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi den Bangunan Perdesaan dan
Perkataan [Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tabhun 2012
Seri B Nomor 01);




— - T

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FETUNJUK PELAKBANAAN
FEMUNGUTAN PAJAHK BOUMI DAN BARGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI HABUPATEN TUBAN.

BAB I
HKETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah =delah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupat adalah Bupati Tuban.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu ditidang
perpajakan Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingket BPPKAD adsalah BFPFKAD
Kabupaten Tuban.

G. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalgh
kontribuei wajib kepada dacrah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan wanpg bersifat memalisa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digpunakan untuk kepetluan Daerah bag
sebesar-besarnya kemakmuran raloyat.

7. Badan adelah sekumpulan orang dan/atau modal vang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yvang tidalk melakukan usaha yang meliputi persercan
terbatag, peraercan komanditer, perzercan lainnya, badan
usaha milik negara [BUUMN], atau badan usahs millk deerah
(BUMD} dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

vayasan, organlsasl massa, crganisasi sosia! politik, atau

organisagi lalnmya, lembaga dan benituk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.




Pajak Bumi dan Banpunan Perdesasn dan Perkotaan yane
selanjutnya disingkat FPBBE-P2 adalah pajak atas bunn
dan/atau bangunan yang dimililkdi, dikuasai, dan/fatan
dimanfaathan oleh orang pribadi atau badan, kecusli
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunen, perhutanan dan pertambangan.

Pemungutan PHB-P2 adalah suatn rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, pehentian
besarnya pajak yeng terutang sampai kegiatan penagmhan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorantiya.

10 Bumi adalah permukasn bumi yeng meliputi tangh dan

11.

12,

13.

14.

15.

16.

perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

Barngunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau persiran
pedalamean dan/atau laut.

Taneh adalah bagian darl permukasan bumi yang diatasnya
melekat hak-hak atas tanah yvang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Hak atas tanah dan/atau bangunen adalah hek atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
scbagaimana dimalksud dalam Undang-Undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Nilai Jual Objek Fajak, yang selanjutniya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang dipercleh dari transalksi jual beli
vang terjadl secara weajar dan bilamena tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perglehan
baru atau NJOP pengganti-

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya
disingkat NJOPTEF adalah kesaran nilai yang merupakan
batas tertingg nilaifharga cbjek pajak yang tidek dikenakan
pajalk.

Nilai .Jual Objek Pajalc Penggant, yang selanjutnya disebut
NJOP  Pengganti  adalah suatn  pendekatan fmetode
penentuan nilai jual suata chiek pajak yang berdasarkan
pada haeil produltsi obijek pajal tersebnat,
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17. Bubjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

18. Wajib Pgjak adalah orang pribadi atau Badan meliputl
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyal hak dan kewgjiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan
daerah.,

19. Maza Pajak adalah jangka wakhi yang menjadi dasar bagi
Walib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang.

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suaty saat, dalam Mass Pajak, dalam tahun pajak atan
bagian tabun pajak =zesuai dengan ketentuan peratiran
perundang-undangan perpajakan Dacrah.

21,%urat Pemberitahuan Objek Pajak yang  seclaniutnya
disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek
Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang
digunakan oleh Wajik Pajak untuk melaporkan daia subjek
ohbiek PBB-P2 seauai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Dacrah.

22 Nomor Objek Pajak, yang selanjuinya dizingket NOF adalah
nomar vang diberikan kepada Wayib Pajak sebapgai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hal dan kewsjiban perpajakannya.

23, Surat Pemberitabuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarmnya PBB-P2  Perdegsaan dan
Perkciaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

24, Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disinglat
S5PD adalah bukt pembayaran atan penyetoran pajak vang
telah dilakukan dengan menggunalkan formulic atau telah
dllakukan dengan cara lain ke kas deersh melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

25, Surat Ketetapan Pajek Deesrah, vang selanjuinya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pgjsk yang menentukan
besarniya jumlah pokok pajak yang tarutang.
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26 8Burat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

27,

28,

29,

34,

31

selanfutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajalk
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi, dan fumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pejak Dacrah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBET eadalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
rajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang stlanjutnya
disingkat SKPDN adalah  surat ketotapan  pajak  yang
menentukan jumlah pokek pajak sama hegarnya dengan
jumlah kredit pajak atsu pajsk tidal terutang dan tidak ada
kredit pajalk.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vyang
selanjutnya disingkat SKPDLE adalal surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah lkelebihan i:-embayaran pajak
karcna jumlah kredit pajek lcbih besar daripada pajak yang
terutang atan seharusnya dibayar,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tag:han pajak
dan/atau sanksi adeministratif berupa bunga dan/atau
denda.

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran  yang
eelanjutnya disingkat DHKP adalah Buku Himmpunan yang
mertat data lokasi Obyek Pajak, alamat subyek pajak,
besar pajek terutang dan pembayaran pajak masing-masing
desa/kelurahan,

32, 5urat Keputusan Pembetulan adalsh surat keputusan, yang

membetullan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danfatau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Tagihan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan KEeberatan.




33.Burat Keputusan Kcberatan adaish surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahiuan Pajak Terhutang,
Burat Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pafak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketctzpan Pajak Dasrah Lebih Bayar atau
ierhadap pemotongan atan pemungutan cleh pihak letiga
yang diajukan gleh Wajit Pajaic.

34.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
digjulean oleh Wajib Pajak.

33. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocolkdkan
data dan perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atan
HEPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
betlaku  setelah  dilakukan pembayaran ke kas daerah
kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlalcu.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolahy  data, keterangan, danfatau bukil yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
Suatu standar permeriksaan unak menglljii kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dacrab dan/atau tujuan
lIain dalam ratgka melaksanalkan ketentyomn peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.

BAB IT
PEMUNGUTAN PEE-P2
Fasal 2

(1) Dalarn rangka pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah
membentuk basis data FBB-P2,

{Z] Pembentukan Basis Data PEB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan
penilaian objek pajak PBB-P2.

(3] Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2),
beragal dari pelimpahan Direktorat  Jenderal Pajal
Kementerian Keuangan Republik [ndonesia yang tertuang
dalarn Aplikasi Sistem Manajemen I[nfortmasi Ohbjek Pajak
PBB-F2.




{4) Aplikasi Sisters Manafemen  [nformagi Objek  Pajak
sebagaimans dimeksud pada avat (3] merupakan suaty
aplikasi yang menginteprasikan proses bistis pengelolaan
administrasi PBB-P2 yang meliputi kepiatan-kegiatan sebagai
berilkut :

a,

=

C
d
e,
f.
E

pendeftaran:
pendatazn;

. penilaian;
. penetapan;

peneimaan;
penagihan;

. pelayanan; dan
h.

leberatan.

(9] Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplilasi Sistem
Manajemen I[nformasi Objek Pajak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan teknologi,

Pasal 3

(1) Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahlan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Kenangan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3] scbagai akibat perkembangan/perubahan Bubjek dan
Objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan
basis data Sistem Manajcmen Informasi Objck Prjak,

(2] Pemeliharaan basis deta Siztem Manajeman Informa=i Objek
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
Cara
a. Posif, vaitu  keplatan pemcliharaan basis data yang

dilalrulkean cleh Petugas BPFKAD berdasarkan laporan, yang
diterina dari Wajib Pajak dan atau pejabat/inetansi
terlcait,

AkHf, yaitu kegiatan pemeliharaan basis  data yang
dilakukan oleh BPFKAD dengan cara menceocokkan dan
menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada
dengan  keadsan  sebenamnya  di lapangan atau
mencocokkan dan menycsuaiken nilal jua! objek pajale
detigan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan,
pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembeotukan
basis data.
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BAR It
PENGELOLAAN ADMINISTRARZI PER-P2
Bagian Kexatn
Pendaftaran
Pasal 4

(1} Pendaftaran cbjek PBB-P2 dilakukan oleh subjek Pajak

(2)

(3]

(4]

k3

(1)

dengan cara mengisi SPOP dan LSPGP.

Wajib Pajak yang memillld NPWP mencatumkan NFWP daiam
kolom yang tersedia dalam 3PGP,

SPOP dan LSPOP diisi dengan Jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepads BPPKAD, selambat-
lambatnya 30 ftiga puluh) heri sctelah tanggal diterimanya
SPOF cleh Subjek Pajek atau kuasanya,

Formulit SPOP disediakan dan dapat dipercleh dengen
Cuma-cuma di BPPKAD atenn di tempat-temnpat lain yang
ditunjulk,

Bentuk fortnulir 3POP dan LSPOP sehagaimana tercantum
dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedna
Pandataan
Pasal B

Pendataan subjek dan objek PEB-P2 dilakukan  aleh

BFPKAD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP

dan L3SPOP dengan ketentuan sebagal berikut -

8. 3etiap Wajib Pajak waijib mengisi SPOP dan LSPOP.

b. BPOP dan L3POP sebagaimana dimaksud pada huraf a,
harus dii=si dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasatiya disertai
dengan lampiran-lampiran  yang diperluken dan
disampeailtan kepada BPPKAT.

c. Terhadap SPOP dan LSPOP vang sudsh tidak ada
perubahan date ohjek pajak, subjek palak maupun Wajib
Pajak maka data dapat digunakan untuk penetapan
PBB-P2 tahun selanjutnya.

{2) Pendataan subjek dan objek PPB-P2 sebagaimans dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
4. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOF;




b. identifikasi objek pajak:
¢. verifikasi data objek pajak: dan/atan
d. pengularan bidang objek pajalk.

Pasal &

(1] Setiap objek pafak diberi NOP.
(2) Stouktur NOP terdiri dari 18 [delapan belas] digit dengan

f1]

(2)

(3

()

ketentuan sebapai berilagt :

a. digit ke-1 dan ke-2 merupalkan kode provinsi;

b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kede kabupaten;

e digit ke-3 sampai dengan digit ke-7 merupakan Kode
kecamatan;

d. digit ke-8 sampal dengan digit ke-10 merupakan kode
keiurahan/desa;

e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan knde
nomor urut blol;

f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode
urut objek pajak; dan

g. digit ke-18 memipakan kode tanda khusns.

Pazal 7
Pendataan terhadap mutasi utuh tidek menghilangkan NOP
induk.
Pendataan terhadap mutasi pecais, masing-masing penerima
pecahan  mendapatkan NOP  bari, sisa tanah tetap
meng@unakan NOF lama,
Pendatasn terhadap mutasi pecah tanpa sda sisa maka NOP
diberikan kepada salah satu penerima mutasi peceh.
Terhadap NOFP yang hilang diberilcan NOP bara.

Paxal B

Persyaratan dikeluarkannya NOP :

a.

h.

C.

melampirkan alat bukti kepemilitan atau penguassan atau
pemanfoatan;

surat keterangan dari desa/ kelurahan:

mengisi formulir 8POP dan LSPOF disertai tanda tangat
Wajib Pajak atau kuasanya.




{1}

{2}

3}

)

(5]

{6)

L)

(3)

12

Baglan Ketiga
Penilajan
Posal 9

Penflaian  terhadap Objek PBE-P2 sebagai dasar untgk

intenetapkan NJOF pleh BPPEAD.

Kegiatan penilaian dapat dilaksanaksn melahai:

4. penilaian massal, dimana nila; juzal objek bumi dihitung
berdasarkan nilal indikasi rata-rata yang terdapat
pada setiap zona nilai tanagh sedangkan NJOP Bangunan
dihitung  berdasarkan  Daftar Bigya Komponen
Bangunan ;

b. peniiaian individu diterapkan pada obick pajak umum
yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.

KEegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilalukan dengan tiga pendekatan penilaian, melipat ;
g, pendekatan data pasar;
k. pendekatan biaya; dan/ atay
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan,
Penilaian dengan pendekatan data pasar sehagaimang
ditnaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan diniiai dengan objek
pajek lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui
dengan melakukan beberapa penyesuaian,
Penilaian dengan pendekatan biaya zebagaimemna dimalsud
pada ayat (3) huruf b dilakukan untik penilaian hanginan
dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk membapgun bamu dikurangi dengan
Penyusutan,
Pendekatan kapitalisasl pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ dilakukan pada objek-ohiek vang
metighasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau
tnemproveksikan selurih pendapatan atau sewa dalam satu
tahun terhadap obfek pajak dikurangi dengan kekosongan,
biaya operasional, dan hak pengusaha,

Pelaksangan kegiatan telmis penilaian selsnjutnya akan

diatur dengan Peraturan Kepala BPPKAD.

Tabel penyusutan scbagaimana tercantum dalarm lampiran I

Peraturan Bupati Ini.
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Bagian Heempat
Penetapan
Paragrafl 1
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara, Penghitungan Pajak
Pazgl 10

{1} Dasar pengenasn PER-P2 acdalah NJOP,
(2} NJOP =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penctapan

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

[3] Tarif PBB-P2 schagai berikut:

a.untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar ripiah) ditetapkan schesar 0,12% (nol koma dus
belas persen) per tabun;

b.untuk NJOP di atas Rp. 1.006.000.0C0,00 (satu miliar
tupiah) ditetapkan sebesar 0,22 % (nol kotaa dua puluh
dua persen) per tahun.

(4) Besaran pokok PBB-P2 ¥Yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan torif sebagsimana dimaksud pada ayat [3)
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah dikurangt NJOPTKP dengan nimus:

Bezaran Pokolt PBB-P2 = Tarf x (NJOP - NJOPTKPE)

{(5) Penglntungan besaran Pokok PRB-DZ dituangkan dalam

SPPT.
Paragraf 2

Nilai Jusl Objek Pajak Tidak Kena Pajak [ NJOPTKP )
Pasal 11

(1) Besarnya  NJOPTKP  PBB-P2  ditetapkan  sebesar
Ep. 10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah) untulk sctiap Wajib
Pajalk.

{2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lcbih dari 1 (satu) objek
pajak  berupa bumi  atay bangunan, mseka NJOPTKP
dikenalan untuk 1 objek pajal bumi atau baneunan.

Patagraf 3
Tata Cara Penerbitan, Pengisinn dan Penyampaian BPPT
Pasal 13

(1} Berdasarkan SPOP, BPFKAD menerbithan SPPT,

(2) SFPT PEB-P2 diterbitkan di awa] tahun masa pajak secara
magssal,

(3) BPPKAD mencetak DHKP,

{4) Bebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilaictkan penelitian
data SPPT dengan data DHEP.
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: {5) BPPT yang telah diteliti diserahioan kepada Desa/Kelurahan

: dengan dibuatkan berita acara scrah terima SPPT untizk
disampaikan kepada Wajib Pajalk

(65) Setelab penclitian selesai dibuzatkan berita acara dan laporan
hasil pentlitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1
untuk BPFKAL, rangkap ke-2 untuk Desa/Kelurahan, dap
rangkap ke-3 untuk lampiren berta acara penclitian.

{7) Desa/Kelurahan wajib membuat laporan penyampaian SPPT
secara berkala kepads BPPKAD.

(8) SPPT PBB-P2 harus sudah =ampai ke Wajib Pzajak paling
lambat 1 {satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala
Desa,

(8) Bentnk, dan isi formulic  SPPT dan DHEP sebagaimana
tercantum dalam lampiran T dan lampiran 1¥ Peraturan
Bupati ini.

Pansal 13
(1) Apabila Wajib Pajak tidal mengisi dan menyvampaikan SPOP,
ketetapan PEB-F2 ditetaphan secara Jabatan cleh BPPRADL
dengan diterbitkan SKPD.

{2) SKPD diterbitkan tidak secars masal,

(3} S3KPD dizampaikan kepada Wajib Pajak olch BPPKAD.

(4] Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana tercantum dalam

lampiran ¥V Peraturan Bupati ini.
Haglan Helima
Penerimnaan
Paragraf 1
Tate Cara Pambayaran dan Penyetoran
Pasal 14
{1} FBB-P2 yang terutang dibayar di Kas D=zerah melalyi Bank
Tempat Pembayaran PEB-P2 dengan menggunakan  SPPT,
S5KFD, SKPDKR, dan SKPDKET.
(2) Pembayaran PEB-P2? sebagalmana dimaksud pacla ayat (1)
dilakizkan oleh wajib Pajakt atauy melalii Petugas Pemungut
PBE-P2 Dega/Kelurahan.




[3)

i4)

(5)

(5]

(1)

{2)

{3}

{1

2]

(3)

(4)

{1]

{=

s

Pembayarann PBB-P2 melalui Petugas Pemungut PBB-P2
Desa/Kelurahan sebagaimana ditnaleud pada ayat (2] diatur
dengan Keputizan Bupati.
Pembayaran FEB-P2 mielalui Petugas Pemungut
Desa/Kelurahan harus mengisi Daftar Penerimaan Harian
FPEB-Fz.
Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupad.
Bentuk dan isi formulir Daftar Pencrimaan Herign PBB-P2
tercantum dalam lampiran VI Peratgran Bupad imni.
Pazel 1G
PBB-P2 harus dibayarkan sebelum lewsat jetuh tempe
pembayaran.
Jatuh tempe pembgyaran PBB-P2 adalah ¥ang tercantum
dalam SPPT.
Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaleud
prada ayat (2} ditetapkan berdasar Keputusan Bupati.
Pasal 16
Wajik Pajak setelah melakatkan ptmbayaran memperoleh
S5FPD.
S5FD dibuat rangkap 3 (tiga) detigan rincian:
a. Lembar ke-1 diberikan kepads Wafib Pajak:
b. Lembar ke-2 diberikan kepada DezafKelurahan; dan
¢. Lember ke-3 untuk Bank tempat pembayaraan PEE-F2.
S8PD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank
Tempat Pembayaran.
Bentuk dan isi formulir SSPD sebagaimana tercantum dalam
iampiran VII Peraturan Bupat ini.
Paragruf 2
Tempat Peimnbayaran
Pasal 17
Bank tempat pembayaran PBB-P2 mencatat petetlmasan
pcmbayaran FBB-P2 dalam rekening penampungar .
Rekening Penampungan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)

adalah  rekening penampungan  pencrimaan  khusus
pcmbayaran FBB-EF2,
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[3] Dalarn hari yang sama Bank tempat pembayaran PEBR-P2
menyetorkan hasil penerituaan PBB-F2 dilampiri 33PD lemnbar
ke 3 kepada Bank pemegang kas dagrah dan menyerahkan
SSPD lembar ke 2 kepada Desa/Kelurahan,

(4] Bank Pemegang Kas Daerah meéncatat penetimean PBB-P2
dalam rekening penerimaan daersh,

{5] Bank Pemegang Kas Daergh melaporkan penerimaan PBB-P2
kepada Pemerintah Daerah setiap har Senin.

Bagian Keenam
Penagihan
Faragraf 1
Tata Cara Penerbiten, Pengisien dan Penyampaian STPD
Pa=al 18
(1) Penagihan dilaksanakan melalyg penetapan PBB-PZ2,
i2) Pecoagihan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dapat ditkut
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Pakss,
(3 Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif
selama sati bulan setelah fatuh tempo,
(4 Burat teguran sebagaimana dimaksud pade ayat [3] diberikan
¥ {tujuh) hari setslah dilakuken upaye persugsif.
{5} Surat paksa sebagaimanz dimalksud rada ayat (2) diberikan
berdazarkan peraturan Pperundang-undangan,
6] Bentuk dan formulir STED sebagaimana tercantum dalam
lampiran VIIT Peraturan Bupat ini.
Pereginf 2
Tata Cera Penerbitan, Pangisian dan Panyampalan SKPDKEB
dan SHPDKBT
Pasal 19
(1) SKFDKB diterbitkan apabila berdasarkan peteriksaan atau
ketérangan lain terhyata jumlah PBB-F2 terutang kurang
dibayar.
() SKPDKBT diterbitkan apabila ditermukan dats baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang menyebablan
penambahan jumlah pajak yang terutang setelak diterbitican

SKPDKR;
(3) SKPDKB dan SKPDKBT diterbitkan paling lambat 1 (satwu)

bulan setelah penemuan datg bar,
[4) Bentuk  formulir SKPDKE dan SKPDKBT sebagaimana
tercatitum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan Flutang Pajak Yang Sudah
Kedaluwarsga
Pasal 20
(1) Fiutang Pajak yang tidak munglin ditagih lagi karena hsk
untuk  melakukan penagihan  sudah kedaluwarsa dapat
dilalukan penghapusan.

(2) Piutang Pajek yang dapat dibapuskan adalah piutang Pajak
yang tercantinm dalam -

a. SPPT:

. SKPD;

SKPDKE;

- BKPDKPT;

STPLY; dan

Burat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,

dan Putusan Banding.

(3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atan
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:

8. Wajib  Pajak  yang meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyal ahli
waris, atau ahli wars tidak dapat ditemukan, yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat
keterangan yang menyataksn bahwa Wajib Pajak vang
meninggal dunia tersebut tidal meninggallan harta warisan
dan  tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat  yanp

™3 a0 o

berwenang;

b. Wafib Pajak yang tdak mempunyai harta kekayaan lagi,
dibulctitan dengan surat ketermngan dari pejabat yvaryg
berwenang yang menyatakan bahwa Wajibs Pajak memang
benar-benar eudah tidak mempunysi harta kekayaan lagi;

c. Wajlb Pajak yang hak penagihannya telah kadaluwarsa;

d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagii lagi karena gebab Iain,
misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukean, dokumen tidak
lengkap atzu tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan
yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam,
kehakaran, rusak dizkibatkan cuacs atau hewan:
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€. Wajib Fajak Badan yang telah selesai proses pailittnya; dan
. Dbjek Pajaknya tidak ada.

i4) Uniuk mermastilan piutang pajak yang tidak dapat atan tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimans dimalesid pada ayat (3)
huraf a dan huruf b, dilalukan penelitian lapangan atan
penelitian administrasi dap hasilnya dituangkan dailam laporan
hesil penelitian setempat atan laporan  hasil penclitian
administrasi.

Pasal 21

[1] Pyjabat melaksanakan penelitian lapangan danfatan penelitian
administrasi puna memastiltan piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lapi.

{2] Pejabat menerhitkan surat perintah penelitian lapangan dan/
atau penelitian gdministras terhadap piutang pajak yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

FPuanl 22

(1) Penelitian administrasi ateu penelitian [apangan dilakokan
terhadap setiap objek pajak.

(2] Penelitian administrasi secars kolektif hanya dapat dilaknilean
terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kedaluwarza
atau dokumen pendukungnya tidak lengltap sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf ¢, huruf d dan huruf e
Peraturan Bupati ini.

Poual 23

(1) Laporan hasil pencelifan lapangan dan laporan hasil penelitian
adminiztrasi sebagaimana dimaksud dalam Pagal 23 ayat (4)
disarmpaikan kepada Bupati paling sedikit 1{sati) tahun sakalj.

{2) Laporan sebagalmana dimeaksud pada ayat (1] difadilkan bahan
penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Plutang
Pajak.

Bagian Ketujnh
Pelayanan
Pasal 24

Pelayanen: terhadap semua  jenis layanan yang berhubungan

dengan permasalahan FBE-FZ, adalah sebagai berikaut :

a. pendafearan objek pajak adalah pendaftaran objek pajak baru,
baik dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun dikarenakan
pendataan ulang oleh petugas Pendataan ;
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b. mutasi Subjek/Objek palak adalah pendafteran ulang ohjek
pajak diksrenakan adanya perubahan yang disebabkan oleh
perubahan luas baik tanah maupun bangunan, perubahan
spesifikasi tansh maupun bangunan serta adanya mutasi objek
pajak, pendaftaran ulang subyek pajak dikarenakan adanya
Pperubshan subyek pajak baik petubahan secara utuh maupun
Petubahan yang dipecal-pecah;

c. pembetilan SPPT/SKPD adalsh pendaftaran  permohonan
pembetulan SPPT/SKPD karena salah nama, salah alamat,
zalah hitung dan atau salah zona nilai tanah:

d. pembatalan SPPT/SKPD  adalah pendaftaran permohonan
pembatalan SFPT/SKPD:

. pengurangan atps Besarnya Pajak Terutang adalah pendaftaran
permohonan pengurangan pajak terutang oleh Wajibh Pajak.
Permohonan tersebut terjadi alibat bBencana alam/hama
tanaman/hal-hal lain yang hiar bissa dan berfungsl masea
serta kondisf subfek pajak telah memenuhi persyaratan untak
diberikan pengurangan atas besarnya pejak terutang;

f. penghapusan/penguranpgan  sanksi administrasi adalah
pendaftaran permohonan pengurangan denda terjadi aldbat
ketidak mampuan Wajib Pajak:,

g. salinan SPPT/SKPD adalah pendaftaran permohonan Wajik
Pajak atas salinan SPPT/ SKPD;

h. keberatan adalalh Pendaftaran pertnohonen atas kesalahan
penunjukan Wajib Pajak;

L. pencntuan kembali tanggal jatuh tempd adalah pendaftaran
permohonan penetituan kembali tanggal jatuhb tempo;

i. keberaten atas pajak terutang adalah pendaftaran pertnohonan
keberatan atas pajak terutang Keberatan atas pajak terutang
terjadi karena kesalahan menghitung luas bumi danfatau
bangunan, kesalahan penilaian serta kesalahan penerapan
NJOP;

k. restitusi  adalah  pendaftaran permahionan pengernbalian
kelebihan pajak yang dikeluarkan/ dibayar Wajib Pajak; dan

l. kompensasi PBE adalah kelebihan petmbayaran  PBBoya
diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yvang sudah /belum
jatuh tempo atas permintaan waflb pajal untuk diperhitungkan
dengan ketetapan PBB yang akan datang,




(1)
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(7)
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Baglan Kedelapan
Keberatan
Fasal 25

Wajib Pajakc dapat mengajukan keberatan kepada Kepala

BPPEAD atas :

a. SPPT:

b. BKPT;

a. SKPDKRE;

b. SBKFDKBT;

c. SKPFOILB;

d. SKFDN;

e. STPD; dan

. Pemotonean  atan pemungutuan  oleh pihak  ketiga
berdasarkan  ketenbran perundang-undangan  perpajakan
daeral,

Permohonan keberatan harus memenuhi persysratan sebagai

beriloat :

a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,
dengan discriai alasan-alasan yang jclas;

b. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atan
permungutan eebagaimans dimaksud pada ayat (1}, kecuali
Jika wajib pejak dapat menunjukkan bahwa jangka wakty itu

tidak dapat dipenuhi karena atasan diluar kekuasaannya; dan
€. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar

paling sedikit sejurmlah yang telah digetujui wajib pajal.
Keberator, yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimeana
dimaksud pada ayat (2] tidak dianggap sebagai surat keberatan
schingga tidak dipertimbangkan.
Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Kepala
BPPKAD atau tanda pengiviman surat keberatan melalui surat
pas tercatat sebapai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
Datamn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak
tanggal surat kebtratan, Kepala BPPKAD harus memberi
keputusan atas keberatan vang diajulkan.
Keberatan dapat disajukan epabila wajib pajak telah membayar
paling sedildit 50 % (lima puluh pereen) dard utang pajaknya.
Keputusan Kepala BPPEAD atag surat keberatan dapat berupe
mencrima sehirubnya atau sebagian, menolak atan mensmbah

besarnya pajak terutang.
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(8] Apabila dalam jangks walktu scbagaimana dimaksud pada ayat
[5) telah lewat dan Kepala BPPKAD tidak memberi keputusan
malta keberatan yang diajukan dienggap dikabulkan.

(¥) Apabila wajib Pajak tidak bisa IMENerima atas keputusan
keberatan yang diajukan, maka wajib pafak dapat mengajukan
banding kepada Badan Peradilan Pajak.

(10} Tata cara pengsjuan banding sesuai dengan  peraturen
perundang-undangan yang betlako,

(11} Bentuk formulir permehonan keberatan sebagaimanga tercantum
dalarmn lampiran X Persturan Bupati ini.

BAB IV
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMEATARAN PAJTAK
_ Pnagal 26
(1) Syarat-gyarat pengajuan pembayaran sccara angsuran dan
atau penundaan:

a. wgjib Pajak mengajukan surat permohonan angsutan dan
atall penundaan pembayaran disertal dengan alasan-alasan
yang dapat dipcrtangging jawabkan kepada BPPEAL.

b, permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran
Pajalk terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa
dapat diafukan setelah jatuh tempo.

¢. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan
untuk diangsur dan/atan ditunda pembayarannys selama
jangla waktu tertentuy,

(2) Tata cars pembayaran sccara angsuran dan/atau penundagn
diatur sebagai berilogt:

a. wajib Pafak membuat surat kesanggupan atal  surat
pernyataan angsuran dan/atau pemundaan pembayaran
yang dituangkan dalam Surat Perjanflan Angsuran dan
atau pecoundaan pembsyaran yang  telall  disediakan
BFPEAT,

b. Surat  Perjenjien  Angsuran danjatan  penundaan
pembeyaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dilkketahui/ disetujui oleh Kepala BPPKAD.
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¢. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tabun, scdangkan untuk penundazn
pembayaran paling lama 4 (empat} bulan.

d. Apabila Wajib Pajak tidak melalksanakan kewajiban seguai
dengan apa vang tclah ditentuekan dalam surrac perjanjian
angsuran danfatau penundssn, maks akan dikenakan
tindaikan hulum sesusi dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenal penagihan pajaic dengan
Surat Paksa,

Pasal 27

Kepala BPPKAD berhak untuk mengabullkan atan menolak

Permchonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan/fatan menunda

pembayaran,

BABY
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasel 28

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelekbihan
pembayaran pajak  kepada Bupati/ Kepala BPPKAD dengan
melampirkan  fotocopy bukt  setoran pajak wyange telah
dibayarkan / 83S8PD untuk masa pajak yang dimintakan
pengembalian kelebihan pembayaran.

(<) Kepala BPPKAD menugaskan petugas untuk melaksanalkarn
penelitian kepada Wajib Pajak untuk dibustkan Laporan Hasit
Fenclitian.

i3) Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak
apabila Laporan Hasil Pemerilsaan menemukan kelebihan
pembayaran pajak.

(4) Berdasarkan SKPDLE scbagaimana dimakesud pada ayat [3)
ditefapltan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(%) BFFKAD memberitabhulkan kepada  Wajib  Pajak  bahwa
kelebihan pembayaran pajak sudzsh dapat diarnhbil.

(8 Bentuk dan formulir SKPDLB sebagaitmana tercantum dalam
lampiran XI Peraturan Bupati ini.




BARB VI
FENDAFTARAN OBYEK BARU DAN MUTASI
Baginn Hesatn
Pondaftaran Obyek Barn
Panal 29
(1) Permohonan pendaftaran obyek baru dapat disjukan oleh Wajib
Pajak yang secaras nyata meémpunyai svate hak stas buami
danfatau bangunen memperoleh manfant atas bumi, dan/atau
memiliki, menguazai, danjatau memperoleh manfaat atas
bangunan.
{2] Bentuk formulir Pendaftaran Obyek Pajak Baru sebagaimana
tercantum dalam lampiran XJ1.
Baglan Kedua
Mutoasi
Pasal 30
{1) Apabila terjadi perubahan data Fajak aklbat pemecahan
manupun perggabungan obyek pajgk dapat dilakukan mutasi
wajib pajak.
(2] Permohonan mutasi harus memenuhi pereyaratan sebagai
berikut :
&. permehonan mutasl hanya dapat diajukan cleh Wajib Pajak
atau kuasanya secara perorangan atau kolektit paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Ketstapan/
Keputiusan diterbitkan;
b. mutasi dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar

100 % {seratus persen) dari utang pajaknya;
¢. 3PFT hasil dari proses mutasi akan diterbitkan pada saat
cetak masal tahun berikutnya;
() Bentuk formullr permchenan mutasi obyel dan subyek
perorangan  sebagaimana  tercantum dalam lampiran XTI
Peraturan Bupat ini.




BAB VI
FEMEETULAN DAN PEMBATALAN
Baglan Keasatu

Pembetalan
Pa=al 31

Atas permohonan Wejib Pajak atan kerena jakatannya, Kepala

BPFFKAD dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hiting,

dan/atau kekeliruan Penerapan  ketentuan tertentu  dalam

peTaturan  perundang-undangan  perpajakan terhadap surat
keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut -

a. 3PFT;

. SHPDy;

c. SKFDLB

d. STPD;

¢. Burat Ketetapan Pemberian Pengurangan FBB-P2;

. Burat Ketetapan Pembetulan:

B- Surat Ketetapan Keberatan:

h. Surat Keputusan Pemberian [mbalan Bunga;

i. Surat Keputusan Pengurangan Sanlsi Administrasi;

1. Surat Keputisan Penghapusan Sankei Administrasi;

k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajzak; atan

l. SBurat Keputisan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 32

Pembetulan sebagmimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi

pembetilan  atas  kesalahan atag  kekeiiman vang tidak

mengandung persengketaan antara petugas pajzk dan Wayib

Pajak, vaitu :

a. kemalahan tulis, meliput kesalahan penulisan Momor Objek
Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat obijelk
Pajak, nomeor surat keputusan afau surat ketetapan, Tahun
Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. kesalahan hitung, melputi kesalahan penjumlahan,
pengurangan, perkalian, danfatau pembagian suatu bilangan:
dan/fatan

€. kekeliman penerapan ketentuan tertentu dalam peratuzran
perundeng-undangan PBB-P2, antara lain kekeliruan delam
penerapan tarif, kekeliruan penerapan NMilai Perolthan Objek
Fajak Tidak Kena Pajak [NPOPTKP), Lkekeliruan pengenaan
FBB-P2, dan/atay kekeliruan pencrapan sanksi administrasi,




25

Paeal 33
(1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan aleh Wajib Pajak
atau kuasanya gecarg perscorangan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterima surat ketetapan f eputusan.
i2) Permchonan pembetulan zebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harusa memenuhi ketenfuan sebagai berilout -
& setiap permohonan hanya dapat digtukan untuk 1 (satu) surat
keputusan atau surat ketetapan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertaj
alasan dan bukt vang tnendukung permohonan;
€. digjulan kepads Kepala BPPKALD:
d. surat permchonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
orang yang diberi kuasa: dan
€. Pembetulan dapat digjukan apabila Wajib Fajak telah
membayar 100 % [seratus persen) dari utang pajaknya atau
telah Iunas utang pajaknya.
{3| Permohonan pembetulan yang diajukan secars Kolelttif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
b. diajulcan untik SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak
yang ‘Terutang untuk sctap SPPT  paling banyak
Rp. 100.000,00 {seratus ribu rupiah);
¢. diajukan secarg tertulis dalam bahase indonesia diserai
alazan yang mendulung permohonannya; dan
d. diajukan kepada Kepala BPPKAD melalui Kepala Desaflurah,
{4) Tangeal penerimasn surat yang dijadikan  dasar untuk
memproscs surat permohonan schbagaimans dimaksud pada
ayat (1) adalah tenggal terima surat Wajib Pajak.

Pagal 34
(1} Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi ketentuen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dipertimbangkan.
{2] Apabila permohenan pembetulan sebagaimana dimaksud paeds
ayat (l), diterima/ditclak Pejabat memberitehukan secara

tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
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Paaat 35

(1} Pejabat memberi keputusan atas permohenan pembetulan

12)

{3

eebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu
paling lama & (enam) bulan sejak tanggal surat permohonsn
pembetulan diterima dan SPPT  hasil pembetulan  akan

diterbitkan pada saat cetak massl tahun berikutnya,.
Keputusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat berups

menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan PBR-P2
yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaild kesalahan
dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Fajale.
Apahila Pejabat tidak memberd keputusan dalam jangka waltu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, permohonan pembetulan
dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai
permohonan.
Fasal 36

Keputusen pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/aten kekeliruan PeOerapan
kctentuan tertentn dalam peraturan perundangan-undangan yang
Berlalca.

(1)

(<)

(1)

Pasal 37
Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau
Pasal 35 maaih terdapat kesalahan tulis, keaalahan hitung,
dan/atan  kekeliruan penerapan ketentpan tertentu dalam
peraturan perundang-undangen yang berlaku, Pejabat dapat
melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas
permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Bupati ini.
Bentulk formulir permchonan  pembetulan  SPPT/SKP/STP
sehagaimana tercantum dalam lampiran X1V Peraturan Bupati
ini,

Raglan Keduoa
Pembatalan

Fasal 38
Atas petmohonen Wajib Palak atau karena jabatannye, Bupati
atau Pejabat Yang ditunjuk dapat membatalkan
SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar.
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[2) SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibatalkan gecars jabatan

(3]

(1)

(2]

adalah :

a. objek pajalmya tidak ada.

b. hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal
berdasarkan  keputusan pejabat yang berwenang atau
keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;

€. objek pajak yang termasuk pengecuslian asebagal objek pajak
PBB-P2 dan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk
penyelenggaraan pemerintshan: dan

d. ohiek pajak yang tercantum  dalam SPFPT/BKPD/STPD
berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagal wajib
pajak.

kepala BPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan

SPPT/8KPD/STPD,

BAB VIII
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG

Pasal 39

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

8. lareng kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannys
dengan subjek pajek danfatau karena sebab-sebab tertentu
lainnys;

b. dalam hal chiek pajak terkena bencana slam atau sebab lain
vang luar blasa.

€. permeohonan pengurangan pajak hanya dapat disjukan oleh
wajib pajak atau kuasatya secara perorangan maupun
kolektil paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
ketetapan diterbithkan,

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan

subjck pafak danfatau karens scbab-sebab tertentu lainnya

sebagaimane dimaksud pada ayat (1) huraf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi mellput:

1) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang Lkemerdekaan, veteran pembela kemerdekann,
penerima  tanda jasa hintang gerilya, atau fanda/
dudanya;
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2) objek pajak berupa ahan pertanian/  perkebunan /
perikanan/ peternakan yang haslinys sangst terbatas
yang Wajib Pajalmys orang pribadi yang berpenghasilan
rendsl:

3] ebjek pajak yang Wajib Pajelinya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mete berasal dari pensiunar,
sehinges kewajiban PEB-P2nya sulit dipenuhi:

4) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
betpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBE-P2nya
sulit dipenuhi; danfatan

3) objek pajak yang Wajib Pajaknva orang pribadi yang
berpenghasilan rendeh yang Nilai Jual Objek Pajak per
meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan
dan darnpak positf pembangunan:

b. Wajib Pajak badan yaitu Wajib Pajak badan yang mengalami
kerugian dan  kesulitan  likuiditas pada Tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

[3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa veng disebabkan cleh alam antara lain
gempa bumi, tsunemi, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.

(4] Scbab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
huruf b meliputi kebakaran, wabah penyvakit tanaman, dan/
atau wabah hama tanaman,

Fasal 40

Besarnya pengurangan yang diberikan -

a. Bebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dar PBB-F2
yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagmimana dimaksud
dalarn Pazal 38 gyat (2) huruf s angka 1);

b. Sebesar paling tinggi 50% (lima puhih persen} dari PBB-P2 yang
terutang dalarmn hel kondisi tertentu eebagaimana dimaksud dalam
Fasal 38 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4}, dan/atau
angka 5}, atau Pasal 35 ayat {2) huraf b; atan

¢. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBR-P2 yang
terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atan sebab
lain yang luar bizsa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) ataiy ayat [4).
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Pagal 41

[1] Pengurangan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 3% diberilean
kepada Wajib Pajek atas PEB-P2 yang terufane yang tercanbnpm
dalam SPPT, SKPD dan STPD.

[2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam 3PPT, SKPD, dan
STPD sebageimana dimaksud pada ayat (1] adalah pokok pajak
ditambah dengan denda administrasi.

(3} SPPT, SKPD dan STPD sehageimana dimaksud pada ayat (3]
yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tuban
Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEB-P2.

Pasal 42
(1} Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang
diajukan secara:
a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum
dalam SFFT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
b. perseorangan atau kelekti, untuk PEB-P2 yang terutang
yang tercanbum dalam SPPT.
(2] Permchonan Pengurangan sccara kolektif  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurud b dapat diajukan:
a. scbelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi  tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a angka
[, pengurangan PBB-PZ yang terutang paling banyvak Rp.
200.000,00 [dua ratue ribu rupial); atan
b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1) kondi=i tertentu sebagaimana dimaksud dalem Pasal 38
ayat (2) hurui a angka 1, pengurangan PBB-P2 vang
terutang paling banyak Rp. 200.000.00 [dua ratus ribu
rupiahy;

2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2] buruf a angka 2, angka 3, angka 4, atan angka 5,
pengurangan PHB-F2 yang terutang paling banyak Ep.
200.,000,00 [dua ratus ribu rupiah); atan

2) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat [3)
atau ayat (4) pengurangan PBBE-P2 yang terutang paling
banyak Rp. 200.000,00 {dua ratus ribu ruplah}.
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{3) Permohonan Pengurangan yang dizjultan secars pereeorangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bwuaf a harus memenuhi
pergyaratan:

&. 1 [satu) permohonan unigk 1 (satu) SPPT atay SKFPD, dan
STPD PEB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnys persentase Pengurangan yang
dimohon digertai alasan yang jelas;
diajukan kepada Kepala BPPKAD:

d.  dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PEB-P2 YA
dimohonkan Penpurangan;

¢. Surat Permohonan ditandatangani olsh Waflb Pajak, dan
dalam hal Surat Permchonan ditandatangan] oleh bukan
Wajib Pajal berlaku ketentuan sebagai berikut:

1] Burat permohonan harus dilampin dengan Surat Kuasa
Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajek
arang pribadi dengan FBB-P2 yang terutzng lebih dari
&p. 2.000.000,00 (dua juta rapiah);

3] Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang
terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juts
rupiah].

f.  diajukan dalam jangka wakia:

1} 1 {satu) bulan terhitung scjak tanpgal diterimanya SEPD
dan STPD PBB-P2 atau ecjak tanpgal diterimanya Surat
Keputasan Keberatan PBB-P2;

2] 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SFFT,
scjak tanggal terfadinya bencana alam, atan sejak
tanggai terjadinya sebab lain yang luar biase, kocuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwe dalam
jangka walkta tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekaasaannya;

g tdak memiliki tanggakan PBEB-P2 Tahun Pajak sebslumiya
atas objek pajak yang dimchonkan Penpurangan, kecuali
dalam hal obick pajek terkena bencana alam ataw sebab
lain yang luar biasa, dan
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tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STED
FEE-P2 yang dimohonken Pengurangan, atau dalam hal
diajukan keberatan dan telah diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan dan atas Surat Keputusan Neberatan dimaksud
tidak digjfukan Banding,

1) Permmohonan Pengurangan yang diajukan secara loleltif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi

persyaratan sebagai berjkut:

&,

1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak
yang sama,

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

meneantumkan besarnya persenitase Pengurangan yang

dimotion disertai alasan yang jelas:

diajukean kepada Bupati melalui ;

1) pengurus Legium Veteran Republik Indonesia (LVEI)
setempat atau pengurus organisasi lainnya yvang terkait;

2} Kepala DesafLurah setempat, untuk pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud datam Pasal 38
ayat (Z) huruf a angka 2 dan engka 3;

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohotkan Peogurangan;

dimjukan dalarn janglea walotu:

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT:

2) 3 ftiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; sta;

3} 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar blasa, kecuall apabila Wajib Pajak melalui
pengurus LVRI setempat bagi pemohon yang herstatus
veteran, penguiils organisasi terkait lainnya, atau Kepalg,
Desa/lurah, dapat menunjukken bahwa dalam jangla
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
hyar kekuasaantiya:

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya

atas objek pajalt yang dimohonkan Penpurangan, kecuali

dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan

Pengurangan.
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Paeal 43

1) Fermohenan Pengurangan secarg perseorangan dan kolektifl yang

{2

(1)

{Z)

i3}

(4]

f1)

(2]

i3}

tdak memenuhi persyaraten szebogsimana dimakeud dalarm
Pasal 38 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan,

Dalam  hal  permohonan  Pengurangan  tidak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bupatl
dalam jangls waktu paling lamea 30 [tiga puluh) harf kerja sejak
tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan
secara tertulis disertal alesan yang mendasari kepada Wajib
Pajuk, Pengurua LVRI bagl pemchon yang berstatus veteran,
atau pengurus organisasi terlait,

Fasal 44
Bupati cdapat menolak atan mengabulkan permohonan
PEDNRUrANgAn secara perscorangan dan kolektif yang memenuhi
pergyaratan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
Delam jangka waktu 6 (¢nam) bulan, Bupati harus memberikan
Jawaban atas pormobonan pengurangan secara perseorangan
dan kolektf yang mermenuhi persyaratan schagaimana dimalksud
dalam Pasal 38.
Apabila jangka wakiu 6 (enam) bulan terlampaui, maka
permohonan dianggap dikabulkean.
Bentuk surat permohonan ptngurangan secara pribadifkolektif
scbagaimana tercantum dalam lampiran XV peraturan Bupat
Paznl 45
Pemberian pengurangan secara perorangan dan lkoleletif diatas
Rp. 5.000.000,00 {lims juta rupiah) dengan persetujuan Bupat,
Pemberian pengurangan secars perorangan dan lcolt:lf:t:if sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah} s/d Rp. 5.000.000,00 { ima
juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pemberian pengurangan secara perorangan dan  kolektf
dibawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan
persetujuan Kepala BPPKAD.




(1]

i)

(3)

(4]

(1)

(2]

i3

BAB I
Penghapusan/Penguranpan Sanksi Administrasi

Pasnl 46
Bupati karena jakatan atau atas permchonan Wajib Pajak dapat
menghapuskan atay mengurangkan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikar, FBB-F2 yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dilkenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalghannya,
Permohonan  penghapusan  aten pengurangan  sanksi
administraei etas SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaiktan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Bupati selambat-lambatnya 30 [tiga puluh) hari sejak tanggal
diterbitkan SKPD, atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas,
Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 [tiga] butan sejak
surat Permchonan sebagaimana dimalksud peda avat (2)
diterima.
Apabila Bupati tidak menerbkitkan keputusan dalam waktn
sthagaomana dimaksud pada ayat (3), permohonan
penghapusan atau pengurangan sankei PBE-P2 yang disjukan
dianpeap dikabulkan sesyai permohonan.

BAB X
BALINAN BPPT, KEBERATAN PENUNJUHAN WAJIB PAJAK
DAN PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPFO
Bagian Eesatu
Ballnan SPPT
Pawal 47

Pembetulan Salinan SPPT/SKP/STP adalah proses penerbitan

SPPT/SKP/STP scbagai pengganti SPPT/SPPT/STPE vang rsak,

hilang.

Permchonan Salinan SPPT harus memenuhi syarat sebagai

berikouat:

c. Salinan SPPT/SKP/STP diajukan secara tertulis dalam
bahazss Indonesia dengan disertai alasan-alasan dan
keperluan yang jelas:

- Melampirkan foto copy KTF wajib pajak yang masih berlalog;
¢, Melampirkan fotoe copy buki pelunasan PBB-P2 Tahun
berjelan; dan

f. Pihak yang mengambil SPPT menunjuklkan KTP Asli.
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(3] Bemtuk formalir permohonan  Salinan SPPT/SKP/STP
2ebagaimana tercantum dalam lampiran XV1 Peraturan Bupati
ini.

Baglan Kedua
Koberatan Penunfulkan ‘Wajib Pajak
Pazal 48

(1} Keberatan  penunjukan sebagai  Wajib  Pajek  adalah
ketidaksetujuan seseorang dan/atzu badan atas penunjukan
sebagai Wajib Pajak.

2} Permobonan keberatan penunjukan scbagai Wajib  Pajak
diajukan seccara tertulis dalam bahasa Indonesia discrtai alagan-
alasan yang jelas.

(3] Bentuk formulic permohonan keberatan penunjulan scbagai
Weaib Pajak scbagaimana tercantum dalam lampiran XWVit
Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketiga
Penentuan Kembali Jatuh Tempo

Faszal 49

(1) Penentuan kembali jatub tempo pembayatran adalah penentuan
kembali tanggalf=aat jatuh tempo pembayaran atas permintaan
wajib pajak karena keterlambatan diterimanya, SPPT.

() Permohonan pencntuan kembali jatubh tempo pembeyaran
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3} PBentuk formulir permohonan penctusn kembali jatuh tempo
pembayaran =ebagaimana tercantum dalam lampiran XVII
Peraturan Bupati ini.

BAB X1
RESTITUSI DAN HOMPENSABEI
Bagian Kesaitu
Reatitusl
Faeal 50
(1} Restitusl atauz kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan adalah kelebihan pembayaran pajak bumi dan
bangunan yang dikembalikan kepada wajib pajak dalam bentuk
uang tunai atau pembindahbuluan.
(2) Permohonan restitugi digjukan secara tertulis dalam bahaza
Indonesia dengan disertal alas an-alasan yang Jelas.




(3]

(1)

{2)

(3)

{1

(2]

(3)

{1

iz

Bentuk formulis permohonan restitusi sebagaimana tercantum
dalam lampiran X[X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kadua
Kompensasi
Pasal 51

Kompensasi PBB adalah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang diperhitingkan dengan hutang lainya yang
sudah/belum jatuh tempo atau permintaan wajib pajak untuk
diperhitunglan dengan ketetapan Pajak Bumi dan Banglman
yang akan datang.

Permohionan kompensasl diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alas an-alasan yang jelas.

Bentukk formulis  permohenan  kompensasi  sebagaitmana
tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.

BAB XTI
TATA CARA PEMERRIKSAAN FPBR-F2
Pazal 52
Eepala BPPEKAD berweneng melakukan Pemeriksaan dengsn
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-
Pl danjfatau tujuan lmin dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakar.
Pemernkszan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikesi Wajib Pajak tidak meiaporkan objek
pajeknya dengan benar; dan/atau
b. wajib pajak mengajukan permchonan pengembalian
kelebihan pembayaran PEB-P2 selain permohcnan karena
Eepuatusan  Keberatan, Putusan Banding, Puatusan
Peninjauan Kembali, Keputusan Pengurangan, saten
keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
PBE-Fi.
Ruang lingkup Pemeriksoan meliputi Pemeriksasn atag satu
atan beberapa tahun pajek tahun berjalan den/fatau tahun-
tahun sebelumnya
Fasal 53
Pemenksaan dilalkukan oleh Tim Permneriksa.




(2]

(3)

(1]

(2}

(4

{Z)

[3)

()
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Tim Pemeriksa sebagaimana dimakend pada ayat (1) terdiri dari
1 {eatuy] crang Ketia Tim dan 1{satu} crang atau lebih Anggota
Tim.

Penugagsan Tim Pemecrikse ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala BPPKAD.

Pasal 54

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil

FPemeriksaan PEB P-2.

Kegiatan Pemeriksaan didelmmentasikan daloam Kertas Kerje

Pemeriksaan, sebagal dasar pembuatan Laporan Hasil

Pemeriksaan PBB-P2, Laporan Hasil Pemetiksaan PBB-P2

digunakan untuk membuat Nota Penghitungan schagai dasar

penerbitan  Keputusan atas  permohonan p:ngcﬁlba]ian
kelebihan pembeyaran FBB-P2 yang berupa:

2. Burat Keputusan Kelebihan Pembayaran, apabila jumlah
PBE yang dibayar ternyata lebih besar dan yang sebharsiya
terutang,;

b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
sama dengan jumlah PBE yang scharusnya terutang;

c. Surat Ketitapan Pajak, apabila jumlah PBB-P2 vang dibayar
ternyata kurang dari jumlah PBBE-P2 yang seharusnya
teruiang.

Fasal 53

Pemeriksaan dilakukan dengan Pemerikzaan Kanior atau

Peinerikgaan Lapangan.

Pemeriksaan Kantor dilalukan dalam jangka waktu paling lama

2 [dug) bulan yang dihitung =ejak tangpal Surat Perintah

Pemeriksaan PBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil

Pemetiksaan PBB-P2.

Pemeriksean Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 3 {dga) bulan yang dihitang sejale tanggal Surat Perintah

Pemerikgsaan FPBB-P2 sampai dengan tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan PBB-P2.

Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3} diselesaikan dengan memperhatkan jatuh
tempe pemberian keputuszan atas permohonan pengermbalian
kelebihan pembayaran PEB-P2.




37

Pazal 66

{1l Dalamn melaiksanakan pameriksaan, Tim Pemeriksa berwenang

(2)

{3)

(4)

untuk:

A, memanggil Wajib Pajak datang ke kantor BPPKAD dan/atan
untuk menghadiri Pemeriksasn Lapangan yang dilaklkan di
lokasi ohiek pajak, dengan menggunakan Surat Panggilan;

b.  meminta keterangan lisan dan/atau tertilis;

€. melihat danfatau meminjam buku, catatan, dan/atawu
dokumen yang diperlukan;

d. memasuk] dan memerikss tempat atau ruangen yang ada
pada objek pajak yang dilakukan Pemerikaaan; dan

¢. meminta keterangen danfatau bukt yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa,

Dalam Pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untizk:

a. memenuhi panggilan sesuai dengan waliu dan tempat yang
telah ditentukan:

b. memperlihatkan danfatau meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dolumen yang dipsrlukan paling lama 7 [tujuh}
hari kerja setelah tanggal penerimaan Surat Pemberitabiuan
Pemerik=zzan PBE;

¢. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atal ruangan yang ada pada objek pajak yang
dilalulan Pemeriksaan; dan

d. member: bantuan puna kelancaran Pemeriksaan.

¢tiap peminjaman bulmi, catatan, danfatau dokumen, atau

fotokopinya, kepada Wajib Pajak barus diberikan Bukhb

Peminjaman dan Pengembalian Bulm, Catatan, danfatau

Dokumer.

Dalam hal bul, catatan, dan/fatau dokumen berupa fotokopi,

maka Wajib Pajal harus metmnbuat =zurat pernyataan bahwa

fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.




a8

(3] Pengembalian bulkog, catatan, dan fatan dokumen yang dipinjam
dari Wajib Pajak, paling larna 7 (tujuth) hart sejak tangaal
Laporan Hasil Pemeriksaan PBB.

Pagal 57

Dalam hal Wajib Pajuk:

a. tidak memenuhi panggilan sebapaimana dimaksud dalam Pagal
20 ayat (2) huruf a;

b. tidak memberikan keterangan sebagian atau seluruh yang
diminta baik secara lisan dan/atau tertulis;

¢. tdak memperlihatkan danfatan meminjamkan sebagian atau
selunuh bulcu, catatan, dan/atau dokumen yang dibutuhkan:

d. tdak memberikan kesemnpatan untak memasuld dan memeriksa
zebagian atau selurub tempat atau ruangan yang ada pada
objek pajak vang diperlksa;

Sechingga tdak terpenuhinys data yang diperlukan, maka Tim

Pemeriksa tetap melanfutkan proses Pemerlksaan berdasarkan data

vang ada pada BFPKAD.

Pagal 52

BPFPEAD depat melalukan Pemeriksaan ulang dalam hal terdapat

data baru sten berdasarkan pertimbangan Kepala BPPKAD.

BAR XII1
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Pazal 59

(1) Fiutang Pajek Bumi dan Bangunan Perdesasn dan Perkotaan yang
tidak dapat ditegih legi kerena hak uniunk melakukean penagihan
sudah  hkadaluwarsa dapet diajukan penghapusan setelah
dilalakan penelitign administrasi dan penelitian di lapangan.

(2} Hak untuk melakukan penagiban pajak menjadi kadaluwarsa
setelah melampani 5 (lima] teahun terhitung scjak saat terutangnya
pajak, kecuali apabila wajib pajek melakukan tindak pidana di
bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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(2] Daftar usulan penghapusan Piutang Pgjak Bumi dan Bangunan
Perdessan dan Perkotaan sebagaimana dimalksud pada ayat [1),
scbelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama
[n=tansi terkait.

() Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdeeaan dan Perlootaan sebagrimana dimaksud pada  ayat 1)
selurang-kurangniya memuat ¢
a.  Nama wajib pajak/penanggung pajak;

b Alamat wajib pajak{penangpung pajak;
c Fajak Bumi dan Bangunan Perdezaan dan Perkotaan:
d.  Tahun Pzjak;

2

Tanggal dan nomor pencetapan pajak (skum f kohir);

Jumlah pokok pajak vang ekan dihapuskan;

g Jumlah zanksi administrazi yang berupa bunga dan/atau
kenaikan; dan

h. Alasan dihapuakan.

[

FPasal 61
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62
Berdasarkan Keputusan Bupati sebagmimana dimsksud dalam
Pasal 61 Kepala BPPKAD menghapuskan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotasn deri pembulcuan Piutang Pajak
Buri dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 63 -
Daftar usulan penghapusan piutang pajak sehagaimane dimaksud
Pasal 59 ayat (3] yang telah mendapatkan Keputusan penghapilsan
pistang, dihapus dari daftar obyek Pajak Bumi dan Bangunan
FPerdesaan dan Perlotaan.




Pasal 54
Dengan herlakunys Peraturan Bupeti ini, maka Peraturan Bupati
Tuban Nomor 11 Tehun 2015 tentang Peiunjuk Pelakaanaan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesgan dan Perkotaan
Kabupaten Tuban dicabut dan dinyataken tidak beriaku

Feanl 685
Peraparan Bupati ind mulad berlalo pada tanggel diundangkan.
Agar setiap oreng mengetahuinya, memerintandan peogundangan
Peraruran Bupat ini dengen penemparannya dalam Berita Dasrah
Kahupaten Tuhan.

Ditetepkan 41 Tuban,
pada tanggal 18 aprd) 2017

Dinndangkan di Tuban
pada tanggal 19 spcil 2007

ARKRETARIS DAERAH,
KARUPATEN TUFBAN,

U ANA

BRERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 3ERI® NOMOR 19




